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ABSTRACT

E-Government, including the work plan, announced in the Plan of Action of WSIS (World Summit on the
Information Society) gemerated to prealize .the irfj?»;:atian socie-g'. This study uses data based on fhe
implementation of e-Government agency of Ditjen Aptel year 2010 are taken from: Book of .C'ommumc.anon
and Information Indonesia Whitepaper 2010, This study aims to determine whether there are differences in fhe
implementation of e-Government in government institutions in Indonesia from the aspect of po_lxcxes,
institutions, infrastructure, applications and planning, and support e-Government in the WSIS to realize an
information society. The method of analysis throug}; the application of non-parametric staa'stics. with the
Friedman test. The results showed that there are significant differences in the implementation of e-
Government in government institutions in Indonesia from the aspect of policies, instinltion.s:, inﬁastru'cture,
applications and planning. In addition, with stil] adannya 48% from 27 government agencies in Indonesia that
the implementation of e-Government achievements it still does not work very well, and also a decrease in -
Government ranks Indonesia at the world level (from 85 in 2004 is now ranked 109 in ?0]9) it can be said. of
e-Government implementation in government agencies in Indonesia is still low to realize information society
as declared in the WSIS forum. For the implementation of e-Government needs to be improved in order to
ac:celerate the realization of the WSIS action plan to realize the information society, by: (a) formulate policies
with the development of e-Government concept is clear, (b) provide a sufficient budget and adequate

standards-compliant Infrastructure int, i Jiable ICT to develop human resources through
Jormal and non formal, international, and (c) a re

Kata Kunci: E-Government, WSIS

ABSTRAK

E-Government termasuk rencana keri, ; dalam Plan of Action (World Summit on the
Information Society) yang dihasi’;:;]: %df:;znik::ujudkan masyarakat informasi. Penelitian ini
menggunakan data implementasi e-Government berdasarkan instansi dari Ditjen APTEL tahun 2010 yang
diambil dari: Buku Komunikasi dan Informasi Indonesia Whitepaper 2010. Penelitian ini bertujuan
mengetahui apakah terdapat perbedgan implementasi e-Government pada lembaga pemerintah di Indonesia
dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan, dan dukungan e-Government
dalam WSIS untuk memuwujudkan masyarakat inﬁ'mnasi. Metode analisisnya melalui penerapan statistik non
parametrik dengan uji Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
dalam implementasi e-Government pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan,
l;:,l:;,nbagm"’ m‘.fr astruktur, aplikasi dan perencanaan. Disamping itu, dengan masih adannya 48% dari 27
i Zﬁabp;nznntah di Indonesiq yang capaian implementasi e-Government-nya masih belum berhasil
,a},f,, 2034 an J uga adanya penurunan peringkat e-Government Indonesia pada tingkat dunia (dari 85
lembaga pemert, adi peringkat ke-109 tahun 2010) maka dapat dikatakan implementasi e-Government pada
Ttekin Do ntah di Indonesiq masih rendah untuk memujudkan masyarakat informasi sebagaimana yang

" pada- Jorum WSIS, Untuk itu implementasi e-Government tersebut perlu ditingkatkan agar
e kebfusudnya rencana tindak WSIS untuk mewnjudkan masyarakat informasi, dengan cara: ()
” . d]al;an dengan konsep pengembangan e-Government yang jelas, (b) menyediakan anggaran
yang cukup dan Infrastrukyur yano' memadai sesuai standar internasional, dan (c) meningkatkan SDM ICT
yang handal melalui jaly, formal maupun non formal.
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dengan semangat untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik, masyarakat
dunia di abad ke dua puluh satu ini, negara-negara di dunia secara bersama-sama melalui
Perserikatan Bangsa Bangsa (UN: United Nations) mencanangkan Millenium Development
Goals (MDG). Pencapaian goal ini diharapkan dapat menjawab seluruh atau paling tidak
sebagian besar permasalahan yang dihadapi oleh semua negara. Dalam sidang paripurna
tanggal 21 Desember 2001 melalui Resolusi UN 56/183- dengan mempertimbangkan
kebutuhan mendesak untuk memanfaatkan potensi pengetahuan dan teknologi guna
mencapai MDG-mengesahkan Resolusi Internasional Telecommunication Union (ITU) 73
mengenai WSIS (World Summit on the Information Society) yang diputuskan dalam
Plenipotentiary Confrence ITU di Minnepolis tahun 1998. Selain itu dalam Resolusi UN
56/183 tersebut ditetapkan pula bahwa WSIS akan diseselengarakan dalam dua fase, yaitu
yang pertama di Jenewa dan selanjutnya di Tunis’. Baik fase WSIS Jenewa tahun 2003
maupun WSIS Fase Tunis tahun 2005 yang pada intinya untuk mencapai masyarakat
informasi di tingkat dunia pada tahun 2015, menegaskan bahwa e-Government mendapat
perhatian yang besar dalam WSIS. E-Government ini ternyata termasuk rencana kerja
yang dicanangkan dalam Plan of Action yang dihasilkan WSIS Fase Jenewa’.

Forum WSIS menghasilkan deklarasi prinsip-prinsip pembangunan masyarakat
informasi yang mendefinisikan masyarakat informasi sebagai suatu keadaan di mana
setiap orang dapat membuat, mengakses, memanfaatkan dan berbagi informasi serta
pengetahuan yang memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat untuk
mencapai potensi mereka dalam rangka mengembangkan pembangunan yang terus
terpelihara dan mengembangkan kualitas hidup mereka, sebagaimana yang telah
dideklarasikan di dalam tujuan dan prinsip-prinsip dari Piagam PBB, dan menghormati
secara penuh serta menguatkan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia’. Mengingat
pentingnya keberhasilan dalam bertransformasi menjadi masyarakat informasi,
masyarakat dunia melalui UN memandang perlu untuk mendeklarasikan prinsip-prinsip
yang menyatukan keinginan~dan komitmen bersama dalam membangun masyarakat

informasi..

Dalam rangka mendukung WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi,
Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pemerintah yang lebih difokuskan terhadap
pelaksanaan e-Govermment antara lain dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-
Government, dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang Pengembangan
e-Government yang merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upaya mendorong
bangsa Indonesia menuju masyarakat yaiig berbasis pengetahuan (Knowledge-based
Society). Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tersebut antara lain berisikan panduan yang
sudah disosialisasikan, seperti: Strategi Pengembangan e-Government yang juga sudah
dilengkapi dengan berbagai Panduan tentang e-Government, Panduan Pembangunan
Infrastruktur Portal Pemerintah, Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik
Pemerintah, Panduan rencana induk pengembangan e-Government lembaga, panduan
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penyelenggaraan situs pemerintah daerah; Panduan tentang pendidikan dan pelatihan
SDM e-Government®.

Demikian pula berbagai panduan telah dihasilkan oleh Kemenkominfo pada tahun
2004 (waktu ity Depkominfo) yang pada dasarmya telah menjadi acuan bagi
penyelenggaraan e-Government di tingkat pusat dan daerah. Dalam Inpres terscbut,
Presiden dengan tegas memerintahkan kepada seluruh Menteri, Gubernur, Walikota dan
Bupati untuk mﬁﬂﬂ e-Government dengan berkoordinasi dengan Menteri
Komunikasi & Informasi®, Disamping itu, setiap instansi pemerintah pusat dan dacrah
harus menyusun Rencana Strategis Pengembangan e-Government di lingkungannya
masing-masing. Rencana Strategis ity dengan jelas menjabarkan: 1. linghup dan sasaran
Pﬂgmi:angm e-Giovernment yang ingin dicapai; 2. kondisi yang dimiliki pada saat ini; 3.
Strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang ditentukan; 4. Kebutuhan dan rencana
pengembangan sumber daya manusia; serta 5. Rencana investasi yang diperiukan.

Pada dasamya, E-Government bertujuan ampaikan layanan pemerintah kepada
Wt " dengan lebih efektif. Pada m::;nyseumﬁu banyak layanan online yang
da l’mmmmmmmmmmmwg

ya terhadap e-Government”. Konsep e-Government adalah menciptakan interaksi
yang ramab, nyaman, transparan dan murah entara pemerintah dan masyarakat (G2C-
government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government fo business
enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-government to governmeri)’. Pada
hap e-Government adalah penggunaan tekmologi informasi yang dapat meningkatkan
gan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan tekmologi informasi ini
kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti: G2C (Government fo Citizen),
G2B (Government to Business), dan G2G (Government to Governmeni) 5

Gm,ms"""h“"m dengan hal-hal telah dikemukakan tersebut di atas, keberadasn e-
ﬁhﬁmﬂﬁlﬁhﬁ;ﬂm ummmmsewdﬂm
mpe'“"“ terwujudnya. pemerintahan yang baik'. Kondisi ini menunjukkan bahwa ke

1.2 Permasalahan

Dari latar belakan gei mmiﬁﬂidmﬂumor3mhm2l}ﬂﬂ
tentang Kebijakan dan Emmgqi uﬁmmp;::mbmgau e-Government  terlihat bahwa
w"m“m!wmmmmmtmmmmpmwﬁ
lembaga pemerintah di Indonesia, tetapi pada seat yang sama temyata kemamprian
kecepatan adopsi tersebut berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga Jainnya.
Untuk itu, dalam implementasi e-Government tersebut perlu disesuaikan dﬂﬂﬁ
karateristik masing-masing lembaga pemerintah, karena ada sebagian lembaga pemerin
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telah melaju dengan cepat, tetapi ada juga yang masih berada pada tingkat persiapan
Pembuatan situs web dan situs interaktif. Permasalahan yang muncul adalah seberapa jauh
implementasi e-Government pada lembaga pemerintah di Indonesia, baik pada tingkat
pemerintah pusat maupun daerah, dan bagaimana peran e-Government dalam mendukung
WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi.

1.3 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan implementasi e-
Government pada lembaga pemerintah di Indonesia baik tingkat pemerintah pusat maupun
daerah dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan.
Disamping itu, juga mengetahui seberapa jauh peran e-Government dalam mendukung
WSIS untuk mempercepat terwujudnya masyarakat informasi. Hasil kajian ini diharapkan
dapat memberikan masukan dengan data kuantitatif untuk dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan bagi para pimpinan lembaga pemerintah di Indonesia dalam merumuskan
kebijakan pengembangan dan implementasi e-Government di Indonesia pada masa
mendatang.

1.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan dalam
implementasi e-Government pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan,
kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

2. TINJAUAN LITERATUR
2.1 E-Government
2.1.1 Pengertian E-Government

Pengertian umum electronic government (e-government = e-gov) adalah
“Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi dan komunikasi)
untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat,
komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju good governance”. Namun
kenyataannya pengembangannya di tingkat pemerintahan masih jauh dari yang
diharapkan'',

E-Government secara umum juga dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi
informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah
tradisional. Lebih spesifik lagi, e-Government adalah penggunaan teknologi dijital untuk
mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan
efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan'. E-Government pada dasamya
memberikan layanan informasi kepada sesama insitusi pemerintah (Government )t,o
Government, G2G), kepada dunis bisnis (Government to Business, G2B) dan kepada
masyarakat (Government to Citizen, G2C) dengan tujuan”, sebagai berikut:
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a. Mampu memberikan informasi lengkap mengenai lemb?ga atau daerah um
kemajuan ekonomi dan pembangunan daeral}, dan peningkatan kinerja proses
pelayanan (peningkatan efektivitas dan produktivitas). .

b. Mampu mengoptimalkan penggunaan sumberdaxa (resources) seperti waktu, tenaga,
budget, dan fasilitas lainnya (peningkatan efisiensi).

2.1.2 Tujuan Pengembangan e-Government

Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk rpengembangka.n
penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) e!ektromk dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif Mdaq efisien. Pengembangan e-
Government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

3. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki
itas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di

seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan
biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan

perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi

Perubahan persaingan perdagangan internasional.

Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara

Setta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi

dalam perumusan kebijakan negara.

d. Pembentykan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan ?ﬁsien serta
mtzzlperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah
otonom,

213 Strategis Pengembangan e-Government

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan 1sstl‘ai.:egis e-
Government pertu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat'®, yaitu:
3. Mengembangkan sistem pelayanan andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh
masyarakat lugs, pelay yang

b. Menata sistem . . . .
Mang ki emerintah dan pemerintah daerah otonom
secara holistik_ Jemen dan proses kerja p P
- e . teknologi informasi secara optimal.
¢ Creningkatkan Peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi
dan telmologj informas;.
& I;:oeﬁ ;ingkap kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah
o diserta dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
f. Melaksanakyy,

dan terukyr,  Pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik
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2.1.4 Proses Implementasi e-Government

Menurut Center for Democracy and Technology dan InfoDev, proses implementasi
e-Government terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yang tidak tergantung antara yang satu
dengan yang lainnya. Tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan dan masing-
masing tahapan harus menjelaskan tujuan dari e-Government. Adapun ketiga tahapan
tersebut'®, antara lain:

a. Publish, yaitu tahapan yang menggunakan teknologi informasi untuk meluaskan akses
informasi pemerintah, misalnya dengan cara pembuatan situs informasi di setiap
lembaga, penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk
internal maupun untuk publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah.

b. Interact, yaitu meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, misalnya
dengan cara pembuatan situs yang interaktif dengan publik, serta adanya antar muka
yang terhubung dengan lembaga lain.

¢. Transact, yaitu menyediakan layanan pemerintah secara online, misalnya dengan cara
pembuatan situs transaksi pelayanan publik, serta interoperabilitas aplikasi maupun
data dengan lembaga lain.

2.1.5 Tahapan Pengembangan e-Government

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh
pemerintah melalui jaringan informasi, pen gembangan e-Government dapat dilaksanakan

melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut'

a. Tingkat 1 - Persiapan, yang meliputi: pembuatan situs informasi di setiap lembaga,
penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah (misalnya menyediakan sarana
multipurpose Community Center, Warnet, dan lain-lain), dan sosialisasi situs
informasi baik untuk internal maupun untuk publik.

b. Tingkat 2 ~ Pematangan, yang meliputi: pembuatan situs informasi publik interaktif,
dan pembuatan antar muka keterhybungan dengan lembaga lain.

c. Tingkat 3 - Pemantapan, yang'm'eliputi: pembuatan situs transaksi pelayanan publik,
dan pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

d. Tingkat 4 - Pemanfaatan, yang meliputi: pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang
bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

2.1.6 Manfaat e-Government

Implementasi e-Government pada dasarnya dapat memberikan peluang yang sangat
besar bagi pengembangan daerah. Dimana daerah dapat menggunakan fasilitas yang ada
untuk mempermudah proses layanan, memperkenalkan potensl organisasi, memngkatkan
interaksi dengan masyarakat dan bisnis dan sebagainya'®. E-Government ini membawa

banyak manfaat'®, antara lain :

a. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24
jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor.
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5

Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor
pemerintahan.

Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum.
Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak
menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari
ke semua pihak.

C. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya
informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan
pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung
murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan
oleh orang tua guna memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.

d. Pelaksm Pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi
Pémerintahan

) dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi
Indon?sm.yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab,

koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus
J Pada lokasi fisik yang sama. Misalnya tidak lagi semua harus terbang ke
akarta untuk pertemmuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam.

2.1.7 Hambatag atau tantangan

kf)mittnen poliﬁfm’e?'nment selalu melibatkan uang, sumber daya manusia, informasi dan

accountability menjadi sangat kritis®®. Jika dilihat dari keterangan
yang menjagi 1o ot diinginkan adanya e-Government di Indonesia. Ada beberapa hal
i Indonesiai)l’ v allclzn?atan atau tantangan dalam mengimplementasikan e-Government di

a. .
Iu(r\fst:; g:{bagl bel“m'aqa- Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah
bisa dipe?:;h?eras“k di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila
kesempatan d Mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan

b °ngan mepersulit mendapatkan informasi ini.

- Kultur mendokumentgg
adalah kurangpy, kebi

i belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi
. asaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampdu:nn
i inj R ; : iadi bagi .

Standar Software engi;::l:f;-]:gl bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian
C. Langkan ’
aru, Pe);: S-DM Yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang
teknologj lzfnn tah Umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang
Kekuranggy ar2Si- SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis/industri,
GOVernme,,t SDM  in menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-
d'manfaatkan Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering

Oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.

telekomunikasy?ng belum memadai dan mahal. Kondisi ini terlihat dari infrastruktur
belum tersed; 1 Indonegis memang masih belum tersebar secara merata, karena masih
ada, hargany: I;'iul;m telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas
(budget) untuk | lur:xllaitxlni: mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan
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e. Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi
jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan
masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau,

~ misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan
di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

2.2 World Summit on the Information Society (WSIS)

Dari latar belakang telah dikemukakan bahwa pada abad ke-21 ini, negara-negara di
dunia secara bersama-sama melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (UN:United Nations)
mencanangkan Millenium Development Goals (MDG). Dalam hal ini, pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi (ICT, Information and Communication Technology)
dapat turut mempercepat tercapainya Millenium Development Goals (MDG). Oleh sebab
itu dipandang perlu untuk mencapai masyarakat informasi, suatu format masyarakat yang
memiliki kemampuan mengakses dan memanfaatkan ICT. Selaras dengan tujuan
mencapai MDG, Negara-negara di dunia melalui UN menetapkan untuk
menyelenggarakan World Summit on the Information Society (WSIS) dalam dua fase,
yaitu WSIS fase Jenewa dan WSIS fase Tunis yang pada intinya adalah guna mencapai
masyarakat informasi di tingkat dunia pada tahun 2015%,

2.2.1 WSIS di Jenewa tahun 2003

WSIS di Jenewa yang diselenggarakan pada tanggal 10-12 Desember 2003 adalah
untuk mewujudkan Masyarakat Informasi Dunia sebagai suatu kebijakan global. Forum
ini menghasilkan Rencana Kerja (Plan of Action) dengan objektif untuk membangun
masyarakat informasi seutuhnya di tingkat negara, regional dan internasional. Plan of
Action ini berisikan deskripsi konkrit dari upaya pembangunan masyarakat informasi
seutuhnya dengan target pencapaian di tahun 2015%. WSIS Jenewa yang merupakan
forum teknologi informasi dan komunikasi dunia di bawah badan PBB ITU (International
Telecommunication Union) telah menghasilkan deklarasi prinsip-prinsip pembangunan
masyarakat informasi yang mendefisisikan “masyarakat informasi sebagai suatu keadaan
di mana setiap orang dapat membuat, mengakses, memanfaatkan dan berbagi informasi
serta pengetahuan yang memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat untuk
mencapai potensi mereka dalam rangka mengembangkan pembangunan yang terus
terpelihara dan mengembangkan kualitas hidup mereka”, sebagaimana yang telah
dideklarasikan di dalam tujuan dan prinsip-prinsip dari Piagam PBB, dan menghormati
secara penuh serta menguatkan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia®®,

Dalam deklarasi tersebut disepakati 11 prinsip-prinsip dasar untuk mewujudkan
masyarakat informasi®>, yang meliputi:

diperlukannya peran pemerintah dalam mempromosikan pembangunan telematika;
pentingnya infrastruktur telematika;

penyediaan akses kepada informasi dan ilmu pengetahuan,

pembangunan dan pengembangan kapasitas individu maupun kelompok;

perlunya membangun kepercayaan dan keamanan dalam menggunakan jasa
telematika;

e e
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6. perlunya menciptakan kondisi lingkungan berusaha yang menunjang implementasi
good governance; .

7. pengembangan aplikasi telematika yang bermanfaat dalam keseharian;

8. penyelarasan pembangunan telematika dengan keragaman budaya dan bahasa,
identitas, serta kandungan lokal;

9. mendukung prinsip-prinsip kebebasan pers; _

10. memperhatikan dimensi etik dalam masyarakat informasi;

11. tetap melanjutkan kerjasama regional maupun internasional.

WSIS juga telah sepakat untuk mencanangkan rencana-rencana aksi pada tahun
2015% sebagai berikut:

a.  Menghubungkan Desa dengan ICT dan membentuk Community Access Poiqt;
b. Menghubungkan Universitas, Akademi, tingkat SMU, tingkat SMP, dan tingkat SD
dengan ICT; .

C. Menghubungkan Pusat [lmu dan Penelitian dengan ICT;

d. Menghubungkan Perpustakaan Umum, Pusat Kebudayaan, Museum, Kantor Pos dan
Kearsipan dengan ICT; '

€. Menghubungkan Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit dengan ICT; -

f. Menghubungkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dan membuat website
dan alamat e-mail; :

g

Mengadopsi seluruh kurikulum sekolah dasar dan menengah dalam menghadapi
tantangan masyarakat informasi, harus diperhitungkan pada t.araf nasional;

b. Memastikan bahwa seluruh populasi di dunia mempunyai akses untuk pelayanan

. televisi dan radio;

- Men.d"mng pengembangan konten dan menempatkan pada tempatnya kondisi secara
tckn.‘s dalam rangka memfasilitasi keadaan terkini dan penggunaan semua bahasa di

J- ll\éemas'r tikan bahwa lebih dari setengah penduduk dunia mempunyai akses dengan

222 wsis di Tunis tahun 2605

Ben Al oo Pesert yang secara resmi dibuka oleh Presiden Tunisia, Zine El Abidine

Internasionga) sambutannya menekankan pentingnya kerjasama semua pelaku
nformas; yag, o mengurangi kesenjangan masyarakat dan menjamin masyarakat
Annan me;S Seitbang, aman dan setara. Di samping itu, Sekretaris Jenderal PBB, Kofi
. Mmeling. Perhatian pada masalah pengelolaan internet dan menekankan bahwa
Pihak, gy men, dungi dan memperkokoh internet dan menjamin manfaatnya bagi semua
pembangunan’ ghmpkﬂn masa depan masyarakat informasi global akan memperkokoh
du;gmity and peace. WSIS di Tunis tersebut dalam pelaksanaannyatelah
en, yaitu®’ :

Tp“gs yang diselenggarakan pada tanggal 16-18 Nopember 2005 dihadiri

mewuj“di;"nmi‘ment sebagai payung komitmen politik kepala negara dalam
Commitn,,, ‘aSyarakat informasi. Rumusan-rumusan yang menyangkut Tunis
indivisibil; t; telah disepakati antara lain pentingnya prinsip-prinsip universality,

: i dan inter-relasi hak-hak dasar manusia; peran dan
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tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan publik; peran dan kemitraan kalangan
bisnis, LSM dan kerjasama PBB dan organisasi internasional lainnya; akses pada
informasi dan kerjasama iptek dalam memperkuat ekonomi dan pembangunan;
peningkatan kemampuan SDM; prinsip universal dan non-diskriminasi dalam
mendapatkan manfaat ICT; dan membantu dalam mencapai Millenium Development
Goals (MDGs).

b. Tunis Agenda for the Information Society sebagai pedoman operasional untuk
mewujudkan masyarakat informasi yang meliputi mekanisme keuangan (Financial
Mechanism), pengelolaan internet (Internet governance) dan pelaksanaan dan tindak
lanjut (Tmplementation and Follow-up).

Untuk pencapaian yang lebih maksimal, WSIS fase Tunis juga melibatkan
organisasi-organisasi yang ada di bawah naungan UN serta organisasi-organisasi lintas
negara dalam agenda rencana kerjanya®®. Baik WSIS fase Jenewa maupun Tunis tidak
menentukan tolok ukur pencapaian masyarakat informasi. Jadi setiap negara diberi
kebebasan untuk menentukan sendiri pencapainnya terhadap masyarakat informasi, hal ini
mengingat kemampuan dan kebutuhan tiap negara berbeda-beda. Yang jelas, pertemuan
WSIS Jenewa maupun Tunis tersebut pada dasarnya mengharuskan seluruh negara-negara
dunia untuk berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat informasi termasuk Indonesia
yang pada akhirnya membuat roadmap atau peta serta program menuju “Indonesia
Information Society 2015”. Salah satu ciri dari masyarakat informasi setidaknya 50 persen
penduduk Indonesia sudah dapat mengakses teknologi informasi dan komunikasi.

3. METODOLOGI

3.1 Data

Kajian ini menggunakan data sekunder “pemeringkatan e-Government
berdasarkan kementerian (lembaga pemerintah)” dari Ditjen APTEL, 2010 yang diambil
dari Buku Komunikasi dan Informasi Indonesia Whitepaper 2010 yang dipublikasikan
oleh Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika®. Data tersebut merupakan
hasil implementasi e-Government dari penghargaan e-Government award yang ditujukan
kepada lembaga pemerintah terbaik di Indonesia, dari : aspek kebijakan, kelembagaan,
infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Data tersebut memperlihatkan tingkat capaian
keberhasilan lembaga pemerintah dalam implementasi e-Government untuk masing-
masing aspek yang ditentukan dengan kategorinya melalui pemberian skor, yakni kategori
sangat kurang baik (1,0 sampai dengan 1,49); kurang baik (1,5 sampai dengan 2,49); baik
(2,5 sampai dengan 3,49); dan sangat baik (3,5 sampai dengan 4,0).

3.2 Metode Analisis

Data pemeringkatan e-Government tersebut akan diolah dan dianalisis untuk
menguji perbedaan pencapaian implementasi e-Government pada lembaga pemerintah di
Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan
dengan menggunakan penerapan statistik non parametrik melalui uji Friedman®. Dalam
uji Friedman ini, data kajian disusun ke dalam suatu tabel dua arah yang mempunyai n
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baris dan k kolom. Baris menunjukkan subjek dan kolom menunjukkan kondisi.
Selanjutnya, data kondisi untuk masing-masing subyek disusun dalam bentuk jenjang
(ranking). Pengujian Friedman ini akan digunakan untuk menentukan apakah jumlah
keseluruhan jenjang (R;) berbeda secara nyata.

2 12 &y

2 r = — E Ii -_— ;’1 A: + I sesersescesssesscccsscssencecs 3 1)
dengan .

k adalah banyak sampel
n adalah b.anyak kasus dalam semua sampel
R:- adalah jumlah nilai rangking ke-j
3" adalah jumlah seluruh k sampel (kolom-kolom) mendekati distribusi Chi-Kuadrat
J=1
dengan derajat kebebasan (db)y=k-1

Dengan menggunakan persamaan (3-1), apabila hasil perhitungan nilai ;5,2
ternyata lebih besar dari nilai Chi-Kuadrat (atauy? > z2,.,) yang tertera pada tabel Chi-

Kuadrat untuk derajat kebebasan (db)=k-1 dan tingkat signifikan ©=0,05 maka Ho ditolak
pada ftingkat signifikan tersebut dan H,; diterima. Hasil pengujian ini dapat
dllnterpretaslkan bahwa terdapat perbedaan implementasi e-Government pada_ lerflbaga
pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan
perencanaan. Namun demikian, apabila terjadi sebaliknya artinya nilai z?<z?,, maka
n tidak terdapat perbedaan implementasi e-Government pada lembaga pemerintah di
donesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

Selanjutn
untuk m, jutnya, untuk

ipercepat terwujudnya masyarakat informasi akan dilakukan analisis deskriptif

dengan cara mengetahui pengertian e-Government dan pengertian masyarakat informasi,
i Tunis, capaian e-

Government di nt dalam rencana kerja WSIS Jenewa maupun

mempercepat terlvlvlgi(::le:a, dan dukungan e-Government Indonesia dalam WSIS untuk

Ya masyarakat informasi.

mengetahui peran e-Government dalam mendukung WSIS

4.1 Hasil P gum
“lgUmpulan Daty gap Pengolahan Data

Dari data y
bahwa dari 27 1epy

ngga gefhasil dikumpulkan dan didlah, secara umum rgni(ea?perlihatk‘an
implementasi - Cmerintah di Indonesia ternyata 14 lembaga tingkat pencapaian
Kln;p;nenpu, Ke:lg;:;’m '”ent-nya telah berhasil dengan baik (Kemendiknas, Keme: nkeu,
Kemenristek, KemenhKeIHenpeﬁn’ Bappenas, Kemenakertrans, Kemensos, Kem ESDM,
lembaga pemerintah ;‘f,’, Kemenkominfo, Kemenkumhan, Kemeneg KUKM), dan 13
Kemendag Kemenkesamnya justra masih kurang berhasil dengan baik (Kementan,
Ki B Zl Kemen’da menag, Kemeneg BUMN, Kemeneg PAN, Kemeneg LH,
€men budapar, £r1, Kemenhut, Kemeneg PDT, Kemeneg Pera, Kemenegpora).




Berdasarkan implementasinya, pencapaian kelima aspek tersebut menunjukkan
bahwa: (1) aspek kebijakan, ternyata 12 lembaga tingkat pencapaian implementasi e-
Government-nya telah berhasil dengan baik, 14 lembaga kurang baik, dan 1 lembaga
sangat kurang baik; (2) aspek kelembagaan, ternyata 15 lembaga tingkat pencapaian
implementasi e-Government-nya telah berhasil dengan baik, dan 12 lembaga kurang baik;
(3) aspek infrastruktur, ternyata 1 lembaga tingkat pencapaian implementasi e-
Government-nya telah berhasil dengan sangat baik, 16 lembaga baik, dan 10 lembaga
kurang baik; (4) aspek aplikasi, ternyata 20 lembaga tingkat pencapaian implementasi e-
Government-nya telah berhasil dengan baik, dan 7 lembaga kurang baik; dan (5) aspek
perencanaan, ternyata 5 lembaga tingkat pencapaian implementasi e-Government-nya
telah berhasil dengan sangat baik, 5 lembaga baik, dan 16 lembaga kurang baik, dan serta
1 lembaga lagi sangat kurang baik. Secara lengkap data implementasi e-Government pada
lembaga pemerintah di Indonesia dari kelima aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 4-1.

Tabel 4-1: DATA IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT
BERDASARKAN LEMBAGA PEMERINTAH

No. | LEMBAGA " B =
1 Kemendlknas 3,41 3,25 3,39 3,25 3,56
2 Kemenkeu 3,25 3,47 3,57 3,38 3,92
3 Kemenpu 3,29 3,13 3,05 3,46 3,58
4 Kemenhan 2,83 2,84 3,14 2,86 3,50
5 Kemenperin 3,25 3,07 2,67 3,33 2,33
6 Bappenas 2,71 2,67 2,81 3,08 3,08
7 Kemenakertrans 2,84 2,70 2,57 2,59 3,60
8 Kemensos 2,83 2,80 3,05 3,00 1,92
9 Kem ESDM 2,46 3,67 2,57 2,92 2,50
10 | Kemenristek 2,54 2,60 2,86 3,42 2,08
11 Kemenhub 2,63 2,80 2,43 2,63 2,92
12 | Kemenkominfo 2,63 2,67 2,62 3,00 2,42
13 Kemenkumhan 3,02 2,65 2,29 2,56 2,75
14 | Kemeneg KUKM 2,25 2,60 2,62 3,00 2,08
15 | Kementan 2,42 2,60 2,67 2,56 2,17
16 | Kemendag 1,98 2,08 2,69 2,80 2,40
17 | Kemenkes 2,44 2,40 2,68 2,72 2,63
18 | Kemenag 2,29 2,47 2,33 3,08 1,58
19 | Kemeneg BUMN 1,58 2,00 2,24 3,38 1,92
20 | Kemeneg PAN 1,63 1,90 2,57 2,57 1,88
21 Kemeneg LH 1,88 2,13 2,51 1.89 1.83
22 Kemen Budpar 1,80 1,93 2,43 1,92 1,75
23 Kemendagri 1,97 1,85 2,32 2,00 1,56
24 | Kemenhut 1,54 2,00 2,14 2,21 1,50
25 Kemeneg PDT 1,50 1,53 1,81 2,15 2,00
26 | Kemeneg Pera 1,38 1,87 2,00 2,38 1,33
27 | Kemenegpora 1,54 2,07 1,57 1,88 1,58

Rata-rata 2,36 2,49 2,58 2,74 2,29

Sumber: Buku Komunikasi dan Informatika Indonesia Whitepaper 2010, hal. 53 (diolah)
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4.2 Pembahasan

ji ian i i e-Government pada lembaga
Pengujian edaan pencapaian implementasi e-Go lem
pemerintah di Indog::?a dari aspek kebijakan, kelembagaan, mfrastruktur, a.\phl_ca-s1 dan
perencanaan akan dilakukan melalui uji statistik dengan memberikan hipotesis nihil (H,)
dan hipotesis alternatif (H,) sebagai berikut:

H, adalah tidak terdapat perbedaan pencapaian implementasi e—Qovemment pada .lem.baga
pemerintah di chlilpon;ia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan
perencanaan.

H, adalah terdapat perbedaan pencapaian implementasi e-Government pada lem!)age}
pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi
dan perencanaan_

Sebelum dilakukan pengujian, maka perlu dilakukan pengkonversian data terlebih
dahulu untuk data pencapaian implementasi e-Government pada lembaga pemerintah
tersebut dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan.

. pengkonversian ini, data pencapaian implementasi e-Government pada lembaga
pemerintah di Indonesia untuk masing-masing aspek yang diobservasi digantikan dengan
rangking-nya dalam satu rangkaian (satu baris). Data yang terbesar digantikan dengan
rangking satu, yang setingkat di bawah yang terbesar dengan rangking dua, dan yang

terkecﬂ gan rangking N. Apabila memiliki nilai rangking yang sama maka nilai
rangking-nya di rata-rata.

Tabel 4-2: ASPEK IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA LEMBAGA
PEMERINTAH DAN RANKINGNYA
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Kemeneg BUMN 5 3 4
Kemeneg PAN 5 3 1,5 1,5 4
Kemeneg LH 4,5 2 1 3 4,5
Kemen Budpar 4 2 1 3 5
Kemendagri 3 4 1 2 5
Kemenhut 4 3 2 - 1 S
Kemeneg PDT 5 4 3 1 2
Kemeneg Pera 4 3 2 1 5
Kemenegpora 5 1 4 2 3
Rata-rata 4 3 2 1 5
105 81 70,5 - 52,5 97
R, R, Ry Ry Rs-

Dari hasil pengkonversian data pencapaian implementasi e-Government pada
lembaga pemerintah di Indonesia yang disajikan pada tabel 4-2, dapat diperoleh nilai n, k
dan R; yang digunakan untuk perhitungan dalam pengujian Friedmen sebagai berikut:
R;=105 adalah jumlah nilai rangking dari pencapaian implementasi e-Government pada

lembaga pemerintah untuk aspek kebijakan.

Ry=81 adalah jumlah nilai rangking dari pencapaian implementasi e-Government pada
lembaga pemerintah untuk aspek kelembagaan.
R;=70,5 adalah jumlah nilai rangking dari pencapaian implementasi e-Government pada
" lembaga pemerintah untuk aspek infrastruktur.
R¢= 52,5 adalah jumlah nilai rangking dari pencapaian implementasi e-Government pada
lembaga pemerintah untuk aspek aplikasi.
Rs=97 adalah jumlah nilai rangking dari pencapaian implementasi e-Government pada
lembaga pemerintah untuk aspek perencanaan.

Dengan memasukkan nilai-nilai dari hasil pengkonversian data pencapaian
implementasi e-Government pada tabel 4-2 ke dalam persamaan (3-1), maka diperoleh
hasil perhitungan sebagai berikut:

, 12 &
= —3n(k +1
x nk(k+1),,.( f) n(k+1) -

2= ms_l_)[(los)’ +(81) +(70, 5)2 +(52 sJ +(©7) - 3(5)5+1)]

7% =522,52

Dari tabel Chi-Kuadrat untuk derajat kebebasan (db) = (k-1) dan tingkat
signifikan «=0,05 diperoleh nilai z2,  =9,488. Dengan membandingkan hasil
perhitungan j? =522,518 dan nilai 52, , =9,488 terlihat bahwa nilai perhitungan lebih
besar dari nilai Chi-Kudrat tabel (2 =522,518> y2, , =9,488). Hasil pengujian ini

menunjukkan bahwa H, ditolak pada tingkat signifikan tersebut dan H, diterima. Hal ini
dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan pencapaian implementasi e-Government
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pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur,
aplikasi, dan perencanaan.

Perbedaan pencapaian implementasi e-Government tersebut secara kuantitatif
dapat dilihat dari tingkat capaian kelima aspek implementasi e-Government pada lembaga

pemerintah di Indonesia sebagaimana tertera pada tabel 4-1, yakni aspek kebijakan,
kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan.

4.2.1 Aspek Kebijakan

Secara kuantitatif tingkat pencapaian implementasi e-Government pada 2.7 lembaga
pemerintah Indonesia memperlihatkan bahwa sebanyak 52% lembaga pemerintah yang
tingkat pencapaian implementasinya dapat dikatakan baik (Kemendiknas, Kemex.akeu,
Kemenpu, Kemenhan, Kemenperin, Bappenas, Kemenakertrans, Kemensos, Kemenpstek,
Kemenhub, Kemenkominfo, dan Kemkumham), 44% lembaga pemerintah dengan tingkat
pencapaian kurang baik (Kemen ESDM, Kemeneg KUKM, Kementan, Kemendag,
Kemenkes, Kemenag, Kemeneg BUMN, Kemeneg PAN, Kemeneg LH, Kemen Budpar,
Kemendagri, Kemenhut, Kemenpora, Kemeneg PDT), dan 4% lembaga pemerintah
ternyata pencapaiannya masih sangat kurang baik (Kemeneg Pera). Nilai persentase ini
mencerminkan bahwa lebih dari separuh tingkat pencapaian implementasi e-Government
pada lembaga pemerintah Indonesia dapat dikatakan baik. Meskipun masih ada beberapa
lembaga pemerintah yang tingkat pencapaiannya dapat dikatakan masih kurang baik,
bahkan ada sebagian kecil lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasinya
justru masih sangat kurang baik.

Dalam aspek kebijakan ini, lembaga pemerintah Indonesia yang tingkat
pencapaian implementasi e-Government masih kurang berhasil dengan baik ataupun
sangat kurang baik, kemungkinan terjadi karena adanya beberapa lembaga yang
belum/tidak memiliki dokumen-dokumen resmi, seperti: queprint/I?enstra, surat
keputusan, peraturan, pedoman untuk penentuan dan penetapan arah/ tujuan, program
ketja, tata cara atau pengaturan bagi pengembangan dan implementasi e-Government di
lingkungan lembaganya. Kondisi tingkat pencapaian implementasi e-Government pada
lembaga pemerintah untuk aspek kebijakan ini memperlihatkan masih jauh dari harapan,
dan dapat menimbulkan adanya perbedaan persepsi dalam pengembangan dan
implementasi e-Government, sehingga dalam implementasi atau pelaksanaannya bisa
menjadi tidak terarah, tidak terkoordinasi dan tidak terpadu serta tidak terintegrasi.
Bahkan dengan tidak dimilikinya dokumen-dokumen resmi tersebut, ada kemungkinan
program kerja dan tata cara dalam pelaksanaan e-Government bisa jadi tidak sesuai
dengan arah dan tujuan implementasi e-Government di lingkungan lembaganya, hal ini
dapat mengakibatkan pelaksanaan e-Government-nya menjadi kurang efektif dan efisien.
Di sisi lain, ternyata lebih dari separuh lembaga pemerintah telah mencapai tingkat
pencapaian implementasi e-Government yang dapat dikatakan berhasil dengan baik, hal
ini ditunjukkan oleh adanya beberapa lembaga pemerintah yang telah menentukan dan
menetapkan Serta menyediakan berbagai dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal
fian dapat _dijadikan sebagai acuan arah dan tujuan dalam pengembangan dan
implementast e-Government dj lingkungan lembaganya.
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Hasil analisis deskriptif tersebut dapat diinterpretasikan bahwa secara umum
pencapaian implementasi e-Government untuk aspek kebijakan pada lembaga pemerintah
dapat dikatakan berhasil dengan baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan jika
memungkinkan perlu dilakukan peningkatan agar tingkat pencapaian pengembangan dan
implementasi e-Government-nya menjadi sangat baik. Adapun bagi lembaga pemerintah
yang tingkat pencapaian implementasi e-Government-nya masih kurang baik ataupun
sangat kurang baik, Pemerintah perlu memberikan perhatian dan harus segera diantisipasi
serta dipertimbangkan sedini mungkin untuk dicarikan solusi alternatifiya dengan
mempercepat dan meningkatkan pengembangan dan implementasi e-Government. Solusi
alternatif semacam ini adalah sangat strategis dan sangat diperlukan untuk mengakselerasj
kesiapan perwujudan e-Government di Indonesia, karena lembaga-lembaga pemerintah
tersebut ternyata juga masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan keseriu.san yang lebih
di dalam mengembangkan e-Government khususnya dalam aspek kebijakan dengan
konsep e-Government yang jelas, agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan
arah dan tujuan dalam implementasi e-Government di lingkungz}n lembaganya. Dalam
memasuki era informasi di abad globalisasi dewasa ini, akselerasi dalam pengembangan
dan implementasi e-Government dari aspek kebijakan harus segera dlﬂl{daklanjuﬁ, karena
e-Government ternyata termasuk dalam salah satu rencana kerja yang dicanangkan dalam
Plan of Action hasil WSIS fase Jenewa. Jadi dengan akselerasi ini diharapkan akan dapat
mempercepat dukungan e-Government Indonesia terhadap WSIS untuk mewujudkan
masyarakat informasi.

4.2.2 Aspek Kelembagaan

Berbeda dengan aspek kebijakan, karena untuk aspek kelembagaan ini ternyaqy
tidak ada satu lembaga pemerintahpun yang tingkat pencapaian implementasinya sangat
kurang baik, karena tingkat pencapaian e-Government untuk aspek kelembagaan pada
lembaga pemerintah ini hanya masuk dalam kategori baik dan kurang baik. Kongig; ini
tidak bisa dipungkiri, karena dari tingkat pencapaian implementasi e-Government pagy 7
lembaga pemerintah memperlihatkan bahwa ada seban){ak 56% lembaga pemerintah yang
tingkat pencapaian implementasinya telah berhasil dengan baik (Kemendﬂmas
Kemenkeu, Kemenpu, Kemenhan, Kemenperin, Bappenas, Kcmenakertrans, Kemengog,
Kemen ESDM, Kemenristek, Kemenhub, Kemenkominfo, Ke Kemeneg
KUKM, Kementan), dan 44% lembaga dengan tingkat pencapaian masih kurang baﬂg(
(Kemendag, Kemenkes, Kemenag, Kemeneg BUMN, Kemeneg PAN, Kemeneg LH,
Kemen Budpar, Kemendagri, Kemenhut, Kemeneg PDT, Kemeneg Pera, Kemenpom)
Nilai persentase pencapaian implementasi e-Government untuk' aspek kelembagaan 7
mencerminkan bahwa ternyata lebih dari separuh atau sebagian besar darj lembaml
pemerintah telah mengimplementasikan e-Government dengan baik, dan hanya ga

: : Sebagi
kecil yang implementasi e-Government-nyamasih kurang baik. aglan

Dalam aspek kelembagaan ini, beberapa lembaga pemerintah yap, ..
pencapaian implexﬁentasi e-Government masih kurang ba.lk tersebut. kemunglgninutgqgkat
karena adanya beberapa lembaga pemerintah belum/tidak memiliki OTganisag; adi
berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatay teknglang-
informasi dan komuniksi (ICT) dengan baik di lembaganya, seperti: belyy, o OB!
keberadaan organiasasi struktural yang lengkap dengan tugas pokok dan fungg; yang jelzsa
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jenjang karier, dan status kegegawaian serta kewenangan yang cukup. Kondisi ini senada
dengan pendapat Devananda™, faktor ketidak berhasilan ini karena (1) kebijaksanaan yang
berubah-ubah. Di sini, Undang-Undang Nomor 22/1999 dan Undang-Undang Nomor
32/2004 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan organisasi yang menangani TI di
Pemerintah Provinsi/Kab/kota berbeda-beda, artinya tidak ada standardisasi serta
spesifikasi yang sama guna mengimplementasikan TI, dimana masing-masing pemerintah
daerah berjalan sendiri-sendiri; dan (2) TI atau e-Government pada umumnya belum
dimasukkan dalam rencana strategis, visi, dan misi gubernur atau bupati/walikota. Kondisi
seperti ini jelas akan mengakibatkan adanya perbedaan persepsi dalam pengembangan dan
implementasi e-Government. Oleh karena itu apabila lembaga pemerintah tersebut tidak
ada organisasi struktural maka ada kemungkinan lembaga tersebut tidak akan dapat
melakukan tata kelola ICT, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan ICT, dan
fungsi-fungsi lain dengan baik. Bahkan jika tidak ada kewenangan yang diberikan maka
lembaga tidak akan dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, termasuk fungsi
pengendalian dan pengawasan dari pengembangan dan implementasi ICT di lingkungan
lembaganya. Kondisi ini perlu mendapat perhatian yang serius, karena jika dibiarkan akan
dapat mengakibatkan pengembangan dan implementasi e-Government di lingkungan
lembaganya menjadi kurang efektif dan efisien. Di sisi lain, meskipun tidak ada satu
lembaga pemerintahpun yang berhasil mengimplementasikan e-Government-nya dengan
sangat baik untuk aspek kelembagaan, namun lebih dari separuh lembaga tersebut ternyata
telah berhasil mengimplementasikan e-Government-nya dengan baik.

Hasil analisis deskriptif tersebut dapat diinterpretasikan bahwa secara umum
pengembangan dan implementasi e-Government untuk aspek kelembagaan pada lembaga
pemerintah dapat dikatakan telah berhasil dengan baik. Oleh karena itu implementasi e-
Government untuk aspek kelembagaan perlu dipertahankan, bahkan jika perlu
ditingkatkan lagi agar ke depan tingkat pencapaiannya menjadi lebih efektif dan efisien
sehingga dari baik akan menjadi sangat baik. Adapun, bagi beberapa lembaga pemerintah
yang tingkat pencapaian implementasi e-Government-nya masih kurang baik, maka ke
depan harus segera diantisipasi dan dipertimbangkan serta ditindaklanjuti sedini mungkin
untuk dicarikan solusi dengan mengambil langkah-langkah lanjutan yang dapat
mempercepat proses pengembangan e-Government dengan menyiapkan struktur
organisasi dan kelengkapan unit kerja dan aparaturnya agar mampu meningkatkan
pemanfaatan dan pengembangan ICT yang memadai untuk mendukung implementasi e-
Government. Solusi alternatif semacam ini merupakan salah satu langkah yang sangat
penting dan tepat untuk mengakselerasi kesiapan perwujudan e-Government, karena

}embaga-lembaga pemerintah di Indonesia ternyata memang masih membutuhkan
gl;vgkah-langkah. perbaikan dan keseriusan yang lebih dalam mengembangkan e-
d ernment dari asp?k kelembagaan. Dalam memasuki era informasi di abad globalisasi

CWﬁS:klnl, akselerasi tersebut harus segera ditindaklanjuti, karena e-Government ternyata
%?fas :?lam salah satu rencana kerja yang dicanangkan dalam Plan of Action hasil
melakukan :kf‘:"l’a dalam mambangun masyarakat infomasi di tingkat negara. Jadi dengan
Govemmenttee erasi tersebut maka diharapkan akan dapat mempercepat dukungan e-

thadap WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi.




4.2.3 Aspek Infrastruktur

Berbeda dengan aspek kebijakan dan aspek kelembagaan dalam implementasi e-
Government pada lembaga pemerintah, karena pada aspek infrastruktur ini ternyata ada
satu lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi e-Government-nya
ternyata berhasil sangat baik. Secara umum diperlihatkan bahwa ternyata ada sebanyak
4% lembaga pemerintah yang tingkat pencapaiannya berhasil dengan sangat baik
(Kemenkeu), dan 59% lembaga pemerintah dinyatakan berhasil dengan baik
(Kemendiknas, Kemenpu, Kemenhan, Kemenperin, Bappenas, Kemenakertrans,
Kemensos, Kem ESDM, Kemenristek, Kemenkominfo, Kemeneg KUKM, Kementan,
Kemendag, Kemenkes, Kemeneg PAN, Kemeneg LH), dan 37% lembaga pemerintah
tingkat pencapaiannya masih kurang berhasil dengan baik (Kemenhub, Kemkumham,
Kemendag, Kemenkes, Kemenag, Kemeneg BUMN, Kemen Budpar, Kemendagri,
Kemenhut, Kemeneg PDT, Kemeneg Pera, Kemenpora). Nilai persentase tingkat
pencapaian implementasi e-Government ini mencerminkan bahwa ternyata ada satu

lembaga pemerintah (Kemenkeu) yang telah berhasil membangun infrastruktur --

implementasi e-Government-nya dengan sangat baik. Dengan tersedianya infrastruktur
yang memadai, maka Kemenkeu ternyata jauh relatif telah siap terlebih dahulu dalam
memberikan pelayanan publik, dengan menyediakan layanan publish (membangun situs
untuk meluaskan informasi pemerintah), layanan interaksi (situs interaktif dengan publik)
dan layanan transaksi elektronik (situs transaksi pelayanan publik, interoperabilitas
aplikasi maupun data dengan lembaga lain). Disamping itu, untuk aspek infrastruktur ini
ternyata lebih dari separuh lembaga pemerintah telah mengimplementasikan e-
Government dengan tingkat pencapaiannya berhasil dengan baik. Namun demikian hampir
sepertiga tingkat pencapaian lembaga pemerintahnya masih kurang berhasil dengan baik.

Dalam aspek infrastruktur ini, lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian
implementasi e-Government masih kurang berhasil dengan baik tersebut kemungkinan
besar terjadi karena adanya beberapa lembaga pemerintah yang belum/tidak memiliki
sarana dan prasana yang memadai untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan
ICT, misalnya: belum tersedianya jaringan komunikasi (LAN, WAN, dan akses internet),
perangkat keras dan lunak.pada pengguna (desktop, notebook, dan lain-lain), saluran
layanan atau service delivery channel (berbasis web, telepon, sms dan lain-lain), dan
fasilitas pendukung (AC, UPS, Genset, sarana pengamanan fasilitas lainnya). Kondisi
seperti ini akan mengakibatkan adanya berbagai kendala dalam pengembangan dan
implementasi e-Government karena apabila tidak tersedia jaringan komunikasi ataupun
saluran layanannya maka siapapun (masyarakat pengguna lainnya) tidak akan dapat
mengakses semua informasi yang telah disediakan dan diberikan oleh lembaga pemerintah
secara online dengan mudah, cepat dan tepat dari mana saja dan kapan saya tanpa dibatasi
ruang dan waktu. Disamping itu, antar lembaga pemerintah, atau lembaga pemerintah
dengan masyarakat, dan lembaga pemerintah dengan bisnis juga tidak akan dapat
melakukan interaksi maupun transaksi elektronik sama sekali. Di sisi lain, meskipun
masih ada beberapa lembaga pemerintah yang masih kurang berhasil dengan baik dalam
mengimplementasikan e-Government-nya, namun secara umum ternyata sebagian besar
lembaga pemerintah tersebut telah berhasil dengan baik dalam mengimplementasikan e-
Government-nya. Hal ini ditunjukkan oleh adanya beberapa lembaga pemerintah yang
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telah berhasil membanguﬁ infrastruktur jaringan komunikasinya untuk pengembangan dan
pemanfaatan ICT yang mampu mendukung implementasi e-Government.

Hasil analisis deskriptif tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tingkat pencapaian

implementasi e-Government pada lembaga pemerintah Indonesia untuk aspek infrastruktur
ternyata lebih dari separuh dapat dikatakan baik, bahkan ada satu lembaga pemerintah
yang pencapaian implementasi e-Government-nya berhasil baik. Kondisi semacam ini
perlu dipertahankan bahkan jika perlu ditingkatkan agar pencapaian implementasi e-
Government-nya menjadi sangat baik. Disamping itu, bagi lembaga pemerintah yang
pencapaian implementasi e-Government-nya masih kurang berhasil dengan baik, maka
harus segera dipertimbangkan dan diantisipasi serta ditindaklanjuti sedini mungkin untuk
dicarikan solusi alternatifnya dengan mengambil langkah-langkah lanjutan yang dapat
mempercepat proses pengembangan e-Government dengan menyiapkan infrastruktur yang
memadai dengan standar internasional, agar mampu meningkatkan pemanfaatan dan
pengembangan ICT yang mampu mendukung implementasi e-Government. Solusi
semacam ini merupakan salah satu langkah yang sangat strategis dan tepat untuk
mengakselerasi kesiapan implementasi e-Government dalam mendukung WSIS dalam
mewujudkan masyarakat informasi. Hal ini karena lembaga-lembaga pemerintah di
Indonesia tersebut memang masih membutubkan langkah-langkah perbaikan dan
keseriusan yang lebih dari aspek infrastruktur dalam mengembangkan e-Government.
Dalam memasuki era informasi di abad globalisasi dewasa ini, akselerasi dalam
pengembangan dan implementasi e-Government harus segera ditindaklanjuti, karena e-
Government ternyata termasuk salah satu dalam rencana kerja yang dicanangkan dalam
Plan of Action hasil WSIS fase Jenewa dalam rangka mengkoneksikan seluruh lembaga/
instansi nasional, regional dan internasional. Jadi dengan melakukan akselerasi tersebut
diharapkan akan dapat mempercepat dukungan e-Government terhadap WSIS untuk
mewujudkan masyarakat informasi.

4.2.4 Aspek Aplikasi

Tingkat pencapaian lembaga pemerintah dalam implementasi e-Government-nya
untuk aspek aplikasi ini, ternyata berbeda dengan ketiga aspek sebelumnya, yakni aspek
kebijakan, aspek kelembagaan, dan aspek infrastruktur. Kondisi ini terlihat bahwa dari 27
lembaga pemerintah ternyata 74% lembaga pemerintah pencapaian implementasi e-
Government-nya berhasil dengan baik (Kemendiknas, Kemenkeu, Kemenpu, Kemenhan,
Kemenperin, Bappenas, Kemenakertrans, Kemensos, Kem ESDM, Kemenristek,
Kemenhub, Kemenkominfo, Kemkumham, Kemeneg KUKM, Kementan, Kemendag,
Kemenkes, Ken.lenag, Kemeneg BUMN, Kemeneg PAN), dan 26% lembaga pemerintah
dinyatakan masih kurang baik (Kemeneg LH, Kemen Budpar, Kemendagri, Kemenhut,
Kemeneg PDT, Kemeneg Pera, Kemenpora). Nilai persentase pencapaian implementasi e-
Gm.'emt:;e;'t untuk aspek aplikasi ini mencerminkan bahwa ternyata hampir tiga perempat
darlh;;).l d cmbaga Pemerintah di Indonesia tingkat pencapaian e-Government-nya telah
berhastl dengan baik, meskipun masih ada sebagian kecil lembaga pemerintah yang
tingkat pencapaian e-Government-nya masih kurang baik.

. Dalam aspek aplikasi ini, beberapa lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian
implementasi e-Government masih kurang baik tersebut terjadi kemungkinan besar karena
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adanya beberapa lembaga pemerintah yang belum menyediakan berbagai aplikasi yang
mendukung layanan e-Government, misalnya: pelayanan public, administrasi dan
manajemen, legistasi, pembangunan, keuangan, kepegawaian, kepemerintahan,
kewilayahan, dan kemasyarakatan, baik secara langsung atau tidak langsung. Kondisi
seperti ini akan mengakibatkan adanya berbagai kendala dalam pengembangan dan
implementasi e-Government sehingga apabila aplikasi yang tersedia tidak dapat dapat
berfungsi dan tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan instansi dan pemanku kepentingan
yang dilayani, tidak sesuai dengan kondisi infrastruktur dan tingkat kompetensi SDM, dan
tidak mau mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah, maka interaksi yang
nyaman, transparan, dan murah antar lembaga pemerintah, antara lembaga pemerintah
dengan masyarakat, dan lembaga pemerintah dengan perusahaan bisnis tidak akan dapat
dilakukan sama sekali.

Hasil analisis deskriptif tersebut dapat diinterpretasikan bahwa keberhasilan
lembaga pemerintah dalam pengembangan dan implementasi e-Government untuk aspek
aplikasi sebagian besar dapat dikatakan baik, meskipun masih ada sebagian kecil lembaga
pemerintah yang dinyatakan kurang baik. Kondisi semacam ini perlu dipertimbangkan,
bahkan untuk lembaga pemerintah yang sudah baik dipertahankan dalam implementasi e-
Government-nya, dan jika perlu ditingkatkan lagi agar implementasinya menjadi sangat
baik sehingga semakin lebih efektif dan efisien. Disamping itu, bagi lembaga pemerintah
yang pencapaian implementasi e-Government-nya masih kurang baik, maka harus segera
diantisipasi dan dipertimbangkan serta ditindaklanjuti sedini mungkin untuk dicarikan
solusi alternatifnya dengan mengambil langkah-langkah lanjutan yang dapat mempercepat
proses pengembangan e-Government dengan cara membangun dan menyediakan berbagai
aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders, agar dapat meningkatkan
pemanfaatan dan pengembangan ICT yang mampu mendukung implementasi e-
Government. Solusi semacam ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting untuk
mengakselerasi kesiapan perwujudan implemantasi e-Government dalam mewujudkan
masyarakat informasi. Hal ini karena lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia tersebut
ternyata memang masih membutuhkan langkah-langkah perbaikan dan keseriusan yang
lebih dalam mengembangkan e-Government khususnya dalan aspek aplikasi. Oleh karena
itu akselerasi solusi dalam pengembangan dan implemantasi e-Government tersebut harus
segera ditindaklanjuti, karena e-Government ternyata termasuk salah satu dalam rencana
kerja yang dicanangkan dalam Plan of Action hasil WSIS fase Jenewa. Jadi dengan
melakukan akselerasi tersebut maka diharapkan akan dapat mempercepat dukungan e-
Government terhadap WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi.

4.2.5 Aspek Perencanaan

Berbeda dengan keempat aspek sebelumnya, yakni aspek kebijakan,
kelembagaan, infrastruktur, dan aplikasi. Kondisi ini terlihat bahwa dari 27 lembaga
pemerintah ternyata 19% lembaga pemerintah tingkat pencapaian implementasi e-
Government-nya dapat dikatakan telah berhasil sangat baik (Kemendiknas, Kemenkeu,
Kemenpu, Kemenhan, Kemenakertrans), 19% lembaga pemerintah dinyatakan baik
(Bappenas, Kem ESDM, Kemenhub, Kemkumham, Kemenkes), dan 58% lembaga
pemerintah  dinyatakan kurang baik (Kemenperin, Kemensos, Kemenristek,
Kemenkominfo, dan Kemeneg KUKM, Kemenhut, Kementan, Kemendag, Kemenag,
Kemeneg BUMN, Kemeneg PAN, Kemeneg LH, Kemen Budpar, Kemendagri, Kemeneg
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PDT, Kemenpora), dan 4% lembaga pemerintah dinyatakan masih sangat hﬁg baéll:
eneg Pera). Nilai persentase pencapaian implementasi e-Government un atseliah
Perencanaan ini mencerminkan bahwa ada sebagian kecil lembaga pemerintah yang
berhasil dengan baik dalam implementasi e-Government, babkan ada juga beberapa
lembaga_justru telah berhasil dengan sangat baik. Namun demikian keadaan di lapangan
menunjukkan bahwa lebih dari separuh (sebagian besar) lembaga pemerintah dalam
implementasi e-Government-nya masih kurang baik, bahkan ada satu lembaga yang justru

mMasth sangat kurang baik yang ke depan masih perlu peningkatan agar menjadi lebih
efektif dan efisien, _

. Dalam aspek perencanaan ini, lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian
Implementasi e-Government dinyatakan kurang baik tersebut kemungkinan begar terjadi
adanya beberapa lembaga pemerintah yang perencanaannya tidak terkait dengan
tata kelola dan manajemen perencanaan e-Government yang dilakukan secara terpadu dan
berkesiDMMgan. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan adanya berbagai kendala
dalam Pengembangan dan implementasi e-Government pada lembaga pemerintah. Oleh
karena itu apabila tidak ada proses perencanaan untuk pengembangan dan implementasi e-
érmment yang baik maka tidak ada tata cara atau mekanisme kerja yang baku dan
teratur dalam pengembangan dan implementasi e-Government. Bahkan jika tidak ada
kajian kebutuhan dap strategi penerapan e-Government yang lengkap dan jelas, maka
Pengembangan dan implementasi e-Government pada lembaga pemerintah tersebut tidak
mengacu pada tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi,
keb“t.“han sumber daya, biaya dan antisipasi kebutuhan di masa mendatang. Di sisi lain,
meskipun ada beberapa lembaga pemerintah yang masih kurang berhasil, bahkan ada satu
0282 yang sangat kurang berhasil dalam mengimplementasikan e-Government-nya
dari aspek Perencanaan, namun ternyata ada sebagian kecil lembaga pemerintah berhasil
..~ Pengembangan dan implementasi e-Government dengan baik dan bahkan sangat
baik. ini ditunjukkan oleh adanya beberapa lembaga pemerintah yang telah berhasil
Menyusun rencana pengembangan dan implementasi e-Government yang dapat dijadikan
gg‘fg acuan manajemen perencanaan ICT dalam mendukung implementasi e-
m

, ent di lembaganya secara terpadu dan berkesinambungan sehingga akan emakin
lebih efektif dan eﬁsitgla.11 ¢ i - = ;

Hasil analisis deskriptif tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pencapaian lembaga
pemering; dalam pengembangan dan implementasi e-Government untuk aspek
faefenCanaan Sebagian besar dapat dikatakan masih kurang baik, bahkan ada satu lembaga
bagilkyfdn € Pencapajan implementasi e-Government-nya Justru dinyatakan sangat kurang
baik Sskipun demikian, ada beberapa lembz.iga pemerintah yang telah berhasil dengap
san . Pengembangan dan implementasi e-Government-nya, dan bahkan berhasil

gat baik ondisi semacam ini perlu dipertimbangkan, bahkan lembaga pemerintah
you8 sudah baik dajam implementasi e-Government-nya dipertahankan dan jika perlu
dltmgkatkan lagj agar implementasi e-Government-nya menjadi sangat baik sehingga akan
menjadi lebip efektif dan efisien. Disamping itu, bagi lembaga pemerintah yang
1mp Iel.nemasi e‘GOVemment-nya masih kurang baik, maka harus segera diantisipasi dan
dipertimbangkay, Serta ditindaklanjuti sedini mungkin untuk dicarikan solusi yang tepat
dengan IMeNgawmb) 1yioh langkah lanjutan yang dapar mempercepat proses
pengembangan e.G,,,,. dengan menyusun dan merumuskan perencanaan dalam
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pengembangan dan implementasi e-Government yang terkait dengan manajemen
perencanaan ICT. Disamping itu juga perlu melakukan kajian kebutuhan dan strategi
penerapan ICT yang lengkap terutama yang terkait dengan tujuan, manfaat, gambaran
kondisi saat ini, dan lain-lain untuk mendukung implementasi e-Government di
lembaganya pada masa mendatang. Solusi semacam ini merupakan salah satu langkah
yang sangat penting untuk mengakselerasi kesiapan implementasi e-Government dalam
mewujudkan masyarakat informasi. Hal ini karena lembaga-lembaga pemerintah di
Indonesia tersebut memang masih membutubkan langkah-langkah perbaikan dan
keseriusan yang lebih dalam mengembangkan e-Government khususnya dalan aspek
perencanaan. Oleh karena itu akselerasi solusi tersebut harus segera ditindaklanjuti, karena
e-Government ternyata termasuk salah satu dalam rencana kerja yang dicanangkan dalam
Plan of Action hasil WSIS fase Jenewa. Jadi dengan melakukan akselerasi tersebut maka
diharapkan akan dapat mempercepat dukungan e-Government terthadap WSIS untuk
mewujudkan masyarakat informasi.

Dari gambaran hasil analisis tingkat pencapaian implementasi e-Government pada
lembaga pemerintah di Indonesia dapat diinterpretasikan bahwa ternyata 52% dari 27
lembaga pemerintah dapat dikatakan telah berhasil dengan baik dalam jmplementasi e-
Government, sedangkan 48% selebihnya masih belum berhasil dengan baik. Nilai
persentase ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh lembaga pemerintah telah berhasil
dalam pencapaian implementasi e-Government, meskipun masih ada sebagian kecil
lembaga yang belum berhasil dalam implementasi e-Government, misalnya
pengembangan e-Goverhment-nya masih berada pada tingkat persiapan (pembuatan situs
untuk sarana akses) dan pematangan (pembuatan situs interaktif). Hasil analisis deskriptif
tersebut menunjukkan bahwa ternyata masih ada lembaga pemerintah yang berada pada
tahap pembangunan situs web, tetapi ada juga yang telah mampu memberikan layanan
interaktif dengan meluaskan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, misalnya
Kemendiknas dan Kemenpu dengan memberikan situs interaktif dengan publik serta
adanya antar muka yang terhubung dengan lembaga lain (chatting, tele-conference, dan
lain-lain). Bahkan ada juga lembaga pemerintah yang telah mampu melakukan transaksi
elektronik, dengan menyediakan layanan pemerintah secara online, misalnya Kemenkeu
berhasil membangun situs transaksi pelayanan publik serta interoperability dengan
lembaga lain (layanan terbatas pada sesuatu yang berhubungan dengan perpindahan uang
dari satu pihak ke pihak lainnya). Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan yang
signifikan dalam pencapaian implementasi e-Government-nya, dimana ada beberapa
lembaga pemerintah yang tingkat pencapainnya melaju sangat cepat tetapi ada juga yang
masih jauh tertinggal dalam implementasi e-Government. Di samping itu, pencapaian
implementasi e-Government dari kelima aspek memperlihatkan bahwa (a) aspek
kebijakan, ternyata Kemendiknas, Kemenpu, Kemenkeu, Kemenperin, Depkumham
merupakan lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi e-Government-nya
jauh lebih baik dibanding dengan lembaga pemerintah lainnya; (b) aspek kelembagaan,
ternyata Kemenkeu, Kemendiknas, Kemenpu, Kemenperin, Kemen ESDM merupakan
lembaga pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi e-Government-nya jauh lebih
baik dibanding dengan lembaga pemerintah lainnya; (c) aspek infrastruktur, ternyata
Kemenkeu, Kemendiknas, Kemenhan, Kemenpu, dan Kemensos merupakan lembaga
pemerintah yang tingkat pencapaian implementasi e-Government-nya lebih baik dibanding
dengan lembaga pemerintah lainnya; (d) aspek aplikasi, ternyata Kemenpu, Kemenkeu,

4
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Kemenperin, Kemendiknas, dan Bappenas merupakan lembaga pemerintah yang tingkat
pencapaian implementasi e-Government-nya jauh lebih baik dibanding dengan lembaga
pemerintah lainnya; dan (¢) aspek perencanaan, tenyata Kemenkeu, Kemenakertrans,
Kemenpu, Kemendiknas, dan Kemenhan merupakan lembaga pemerintah yang tingkat
pencapaian implementasi e-Government-nya sangat jauh lebih baik dibanding dengan
lembaga pemerintah lainnya.

in gkatS;ce?ar:aua?a‘:n‘ halsﬂ analisis deskriptif tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
aspok mempeli'liha tklitl?lp ;;nmml e-Government Radz.: lembaga pemerintah untuk k.elima
Kemenkeu, K. o danyia( perbedaan yang signifikan. Secara umum Kemendiknas,
pencapaian impemenplementasi . Goemenhan merupakan lembaga pemqnntah yang tingkat
p intah Iainnya. Kondis:i overnment-nya jauh lebih. baik dlbanc?mg dengan lembaga
lembmatgam pemerintah di Indonlm' menunjukkan adafxya implementasi e-Government pada
masih kefinggalan. Untuk itllels{la yang telah me}aju dengan cepat, tetapi ada juga yang
menindaklanjuti dengan men gakz depan Indonesia perlu mempertimbangkan dan segera
pemerintah tersebut, dengan cm‘?lel‘aSl implementasi e-Government pada setiap lembaga
strategis pengembangan dan -l(a) Merqmuskan kebijakan dengan menyusun rencana
pada masing-masing lemb implementasi e-Government dengan blueprint yang jelas
dijadikan sebagai ped aga pemerintah agar menjadi dokumen resmi yang dapat
Government di lingkungan lun]?k menentukan arah atau tujuan pengembangan e-
setiap lembaga pemerintah s:m aganya, (b) Menempatkan organisasi struktural pada
melengkapi tugas pokok dansuzndel-lga-n karateristik masing-masing lembaga dengan
kewenangan yang jelas untuk gsi, jenjang karier dan status kepegawaian serta
$tenll)al; (c) Mengembangkan I.nempermudaI} koordinasi pada tingkat eksternal maupun
embangun website : jaringan komunikasi dan inft i
LAN dan WAN sen‘:l ;:kﬁnkom“m!ﬁasi dan memberikan pelayanan publﬂt,rn;?::nl?::ﬁ
dengan standar intemasionalgan privat (privat network), menyediakan saluran layanan
berbasis web selama 24 jamy seﬁ: masyarakat dapat mengakses secara online dengan
jenis dan bentuk aplikasi ungyy .| b2t dalam seminggu; (d) Membangun berbagai
tu : tuk meni . » glm. eroagai
gas pokok dan fungsi maging ma.;alankan fungsi e-Government yang sesuai dengan
ge:ngaﬁgxgl%n,r dan implementag; e@:fﬂiﬂ&:g;aﬁgm@; gan (¢) Merencanakan
4 secara terpadu, terintegrasi dan berkes mambungan engan tata kelola atau
3 Dukungan E-Governme .
nt
Informasi Dalam WSIS Untuk Mewujudkan Masyarakat

Era informasi yang gj :

berpengetahuan telah 1 € ditandai dengan berkembangnya i
melalui K. onferensi-koni‘ne':-:ﬁls Juntutan semua negara, baligllgn P?ra;ma: 1;111?]13 ngse
Informasi telah menyetuj 'terbenl oSt Tinggi yang diberi nama KTT 1%1:; mﬁ
khimya berdampak pagy ktulgmya masyarakat informasi di seluruh dunia yatf ada
mengembangkan segala kebypyy on. & seluub negara-ncgara  dunia “ntuk
komunikasi. Kemajuan teknolotu'h'ml e e telmclogi informasi dan
negara-negara yang ada di gy, Crezsi dan komunikesi (ICT) yang pesat dan maju di
menjalar ke negara-negara As'i‘ma,.Sepertl negara-negara Eropa dan Amerika kini ielah
memang fak lopas. dor a yaltu.Jepang, China, Korea Selatan dan India. Semua ini
Peran positif globalisasi dan pengembangan ICT. Ml;alihn;
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perkembangan yang pesat di bidang ICT ini pada akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa
melalui program KTT perlu menyelenggarakan secara khusus agenda tersebut yang diberi
nama dengan KTT Masyarakat Informasi atau World Summit on the Information Society
(WSIS)*2, WSIS ini merupakan sebuah milestone yang penuh dengan janji, komitmen
jangka pendek dan panjang, deklarasi berbagai stakeholder dunia dan tokoh dunia, dalam
mempersiapkan organisasi raksasa Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyongsong era
masyarakat informasi global *.

Dalam memasuki era informasi di abad globalisasi dewasa ini, negara-negara di
dunia secara bersama-sama melalui Perserikatan Bangsa Bangsa (UN:Uhnited Nations)
ICT mencanangkan Millenium Development Goals (MDG). Dalam rangka mendukung
WSIS untuk pencapaian MDG tersebut, kini berbagai Negara di belahan dunia telah
mengimplementasikan e-Government dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi
sosial politik serta geografisnya masing-masing, dimana tujuan akhimya diharapkan dapat
meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan, terutama dalam lingkup pelayanan
masyarakat, schingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. Bahkan beberapa
negara maju dan negara berkembang hingga saat ini masih terus melaksanakan
pengembangan e-Government sesuai dengan karakteristik negara masing-masing®.

Dalam rangka mempercepat realisasi target WSIS untuk mewujudkan masyarakat
informasi, Indonesia melalui pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Inpres Nomor 3
Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dan
juga Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor:
57/KEP/M. KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk
Pengembangan e-Government Lembaga. Kedua kebijakan tersebut merupakan suatu bukti
nyata dari keinginan pemerintah yang dapat dijadikan acuan bagi lembaga pemerintah di
Indonesia dalam implemenatsi e-Government. Keberhasilan implementasi e-Government
tersebut akan sangat tergantung dari kesiapan masing-masing lembaga dalam membangun

dan mengembangkan e-Government”.

Beberapa legpabaga  pemerintah telah menerapkan e-Government dan
memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Pada tahun 2006 majalah Warta Eknomi
menyelenggarakan Warta Ekonomi E-Government Award yang memberikan penghargaan
kepada lembaga-lembaga pemerintah terbaik yang mengimplementaskani tata cara
pemerintahan secara secara elektronis (e-Govvernment) 3, Pencapaian usaha Indonesia
dalam mewujudkan masyarakat informasi meliputi: pendidikan, literacy rate, penetrasi
surat kabar, penetrasi internet ke pendidikan, program studi ICT, telekomunikasi, radio
dan televisi, komputer, internet, belanja ICT pemerintah pusat, e-Government, hukum dan
peraturan, dan restrukturisasi komunikasi”’. Jadi keberhasilan implementasi e-Government
ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam pencapaian usaha mempercepat
terwujudnya rencana tindak WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi.

Sejak dikeluarkannya Inpres tersebut telah banyak instansi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui
jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs yang merupakan tahapan dalam
pengembangan e-Government. Berdasarkan data dari Depkominfo pelaksanaan e-
Government di Indonesia hingga akhir tahun 2005, bahwa Indonesia memiliki: (a) 564
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domain go.i 295 website pemerintah pusat dan pemda, (c) 226 website telah mulai
membeﬁ%:and,la(;gnan publik mflalui website, dan (d) 198 website pemda masih d.lkelol.a
secara aktif’®. Berdasarkan hasil pengamatan Kementerian Komunikasi dan Informasi,
menunjukkan bahwa mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom berada
pada tingkat persiapan, dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat pematangan
(layanan interaktif, misalnya pemrosesan/pengumpulan formulir secara online), sedangkan
tingkat pemantapan (transaksi layanan publik, misalnya pembayaran) dan tingkat
pemanfaatan (aplikasi layanan G2G, G2B, dan G2C) belum tercapai. Disamping itu
berdasarkan catatan Kementerian Kominfo sebagaimana terhubung ke situs
indonesia.go.id, ternyata hanyata ada 6 Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara yang
memiliki situs. Sementara itu, hanya 24 dari 27 kementerian yang mempunyai situs.
Untuk Lembaga Pemerintah Non Departemen semua memiliki situs. Sedangkan untuk
Kedutaan Besar R, dari 118 baru 10 KBRI saja yang online. Dari seluruh pemerintah
provinsi, kabupaten/kota yang ada di Indonesia (384 pemda), jumlah situs yang dibuat ada
182 u:;m, dimana kondisinya 150 situs dapat dibuka dan sisanya 32 situs tidak bisa
dib

Posisi Indonesia dalam pencapaian masyarakat informasi, berdasarkan data di
lapangan setelah lebih dari 7 (tujuh) tahun tentang implementasi e-Government pada
lembaga pemerintah di Indonesia sebagaimana disajikan pada tabel 4-1; terlihat bahwa
lebih dari separuh sebagian besar lembaga pemerintah (52%) memang dapat dikatakan
telah berhasil dengan baik dalam implementasi e-Government-nya, tetapi masih ada
sebagian kecil lembaga pemeriritah yang belum berhasil dengan baik (44%) bahkan 4%
sangat kurang baik dalam implementasi e-Government-nya. Kondisi ini menunjukkan
bahwa keberhasilan .p.engembangau dan implementasi e-Government di Indonesia masih
rendah dan perlu ditingkatkan dalam mempercepat terwujudnya rencana tindak WSIS
$2;1§ mewujudkan masyarakat informasi, sebagaimana yang dideklarasikan pada forum

Meskipun Indonesia telah memiliki prestasi yang luma tetapi ingkat
Indonesia pada tingkat dunia dari tahun ke tahun masih mengalami gea::’urunmf lpm
2008, peringkat Indonesia pada tingkat dunia merosot m ' ‘

en‘ aﬁ e o .
sebelumnya di tahun 2005, meskipun secara indeks mening]kat £:§Z:ii lgilg:ndzg
sebelumnya 0.3819. Total negara yang berada dalam indeks berjumlah seb;myak 182

negara. Dari survei yang dilakukan UNPAN (United Nations ; j j
Administration and Finance), kesiapan penerapan e-Gover'nm(e)nnth'tz,:hl:]vxftVZV(())(';;T l(’illfuulfpl:;
oleh negara Swedia dengan indeks 0.9157 yang bahkan melampaui Amerika Serikat di
peringkat keempat dengan indeks 0.8644. Sementara kesiapan e-Government terburuk
diperoleh negara Chad di Afrika dengan indeks terendah 0.1047 gj posisi 182.
Kebanyakan negara Afrika memang terpuruk di urutan terakhir indeks survey tersebut.
Peringkat e-Government versi PBB tingkat ASEAN*, Indonesia menduduli peringkat di
urutan ketujuh setelah Singapura (23), Malaysia (34), Thailand (64), Filipina (66), Brunei
(87), dan Vietnam (91). Hal yang mencengangkan bahwa ternyata Indonesia hanya berada
di atas Kamboja (139), Myanmar (144), Timor Leste (155), dan Laos (156).

Hasil peneﬁ!:ian Waseda University Institute of e-Governmetn®, Tokyo, Jepang
pada tahun 2009 juga merupakan salah satu bukti keberhasilan negara-negara dalam

P
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memanfaatkan e-Government (termasuk keberhasilan implementasi e-Government
Indonesia). Hasil penelitian tentang kesiapan e-Government terhadap 34 negara (Afrika
Selatan, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Brazil, Brunei, Chili, China, Fiji,
Filipina, Finlandia, Hong Kong, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada,
Korea, Malaysia, Meksiko, Norwegia, Perancis, Peru, Rusia, Selandia Baru, Singapura,
Spanyol, Swedia, Taiwan, Thailand, dan Vietnam) dari berbagai tingkat pertumbuhan.
ekonomi di seluruh dunia menunjukkan Indonesia berada di urutan 23 negara dengan
penyelenggaraan e-Government terbaik di atas India, Afrika Selatan, dan China yang ada
di peringkat 24 sampai 26. Meskipun Indonesia turun satu peringkat dibanding perolehan
pada tahun 2008, tetapi apabila dibandingkan pada tahun 2007, peningkatan kualitas e-
Government Indonesia sudah jauh lebih baik. Karena ketika itu Indonesia berada di
peringkat 29 dari 32 negara yang diamati menjalankan e-Government.

Penurunan peringkat tersebut juga diperlihatkan oleh World E-Government
Development Ranking, dimana peringkat Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2004
sampai dengan tahun 2010, yakni peringkat ke-85 (2004), ke-96 (2005), ke-106 (2008)
dan peringkat ke-109 (2010). Pada tingkat Asean tahun 2010 (tabel 4-3), peringkat e-
Government Indonesia (109) ternyata juga jauh lebih rendah di bawah Singapura (11),
Malaysia (32), Thailand (76), Filipina (78), Brunei (68), dan Vietnam (90). Meskipun
peringkat yang peroleh Indonesia ini masih relatif lebih tinggi di atas Kamboja (140),
Myanmar (141), Laos (151), dan Timor Leste (162). Penurunan peringkat tersebut
ternyata tidak hanya dialami oleh Indonesia, karena Thailand dan Philipina ternyata juga
mengalami hal yang sama, dimana Thailand turun 12 peringkat dari urutan 44 menjadi 76
dan Philipina turun 14 dari 66 menjadi 78. Penurunan peringkat tersebut menunjukkan
adanya tingkat capaian implementasi e-Government di Indonesia yang masih rendah.
Walapun terjadi penurunan peringkat, akan tetapi keberhasilan implementasi e-
Government tersebut sudah cukup mengindikasikan Pemerintah Indonesia menaruh
perhatian besar pada upaya implementasi e-Government sesuai dengan target yang
dicanangkan dalam Plan of Action yang dihasilkan WSIS fase Jenewa.

Tabel 4-3: Urutan Implementasi E-Government Pada Tingkat Asean

Nilai Indeks Peringkat Dunia
2010 | 2008 | 2010 | 2008

1. | Singapore 0.7476 0.7009 11 23
2. | Malaysia 06101 06063 a2 34
3. | Brunei 04796 04667 68 87
4. | Thailand 04653 0.5031 76 64
5. | Philippines 04637 0.5001 78 66
6. | Vietnam 04454 04558 a0 91
donesia 04026 0 0 g2 U6

8. | Cambodia 0.2878 0.2989 140 139
9. | Myanmar 02818 02922 141 144
10. | Laos 0.2637 02383 151 156
11. [ Timor Leste 02273 02462 162 155

Rata-Rata [ndeks ASEAN | 0.4250 0.4290

Sumber: United Nations E-Government Survey 2010 (diokzh)
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Oleh karena itu perlu disadari babwa walaupun langkah-langkah upaya
implementasi e-Government untuk mencapai masyarakat informasi telah dilaksanakan
akan tetapi jika tidak ada peningkatan dari pembangunan dan pengembangan e-
Government yang sudah dilakukan maka akan sulit bagi Indonesia untuk dapat mencapai
masyarakat informasi sebagaimana dicanangkan oleh WSIS. Apalagi pengembangan e-
Government itu sendiri ternyata memang tidak mudah?/, selain mental birokrasi yang sulit
dirubah di kalangan pegawai. E-Government juga memerlukan skil dan kemauan kuat
untuk mengembangkannya, schingga SDM berkualitas memang sangat diperlukan,
Masalah administrasi lain yang mengganjal seperti koordinasi antar instansi untuk sepakat
menggunakan e-Government pada reformasi birokrasi memang  diperlukan,
Pengembangan e-Government sering terkendala karena masing instansi ingin
mengembangkan aplikasinya, ego sentris ini sering menyebabkan biaya teknologi
informasi menjadi mahal, berupa jaringan juga menjadi kendala utama,
karena investasi di bidang e-Government ini cukup mahal. Selain SDM sarana dan dana
memang menjadi faktor penting, apalagi modal awal memang mesti mahal.

internasi . aga pemerintah tetap perlu mendorong lembaga-lembaga
lgrganizl:t]gl ,)sepﬁethi)ITU, U.NESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
o bersZI;xa-sam: ((iz:utzd Nations Development Programme), dan lainnya untuk
digital, sehingga forum WSISerkesmambungan berupaya meminimalisasi kesenjangan

; tahun 2005 di Tunis secara sinerg; i

danc . ergis dapat memberikan
ﬁémer;ﬁagxsaﬁlik oordinasikan kegiatan kerjasama secara regional maupun
berikut: & 1tu, solusi tersebut juga dapat dilakukan dengan cara sebagai

1. Kebijakan dengan konsep e-Government yang jelas.

Implementasi kebi; .
baill’:, dalam ;ﬁzgmm“‘h tersebut dapat dikatakan belum berhasil dengan
Sinergi dan bekerjy o berbagai lembaga pemerintah (lintas sektor) untuk saling
interoperabilitas antay aplikast e.membangun implementasi e-Government sehingga

baik ut X Government dapat terpadu dan ter id
alk untuk penyediaan layanan publik. Kondia lmtegrhhat terintegrasi dengan

lingkungan' lemba aiangat menen -dalan-x implementasi e-Government di
g aan dal ukan arah dan embaga yang memiliki
am menen tujuan pengembangan e-

Governmen harus PU men k ban peng g
Government di lingkungan yusun konsep pembangunan dan pengembangan e-

lembaganya. Dalam hal ini, komitmen pimn;
. . Jalal > Pimpinan lembaga
dalam implementasi e-Govermmens ini diharapkan akan dapat mempercepat
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terwujudnya rencana tindak WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi. Dengan
demikian kebijakan pimpinan akan menjadi suatu komitmen yang sangat penting
dalam pengembangan e-Governmment, karena ada beberapa lembaga pemerintah
seringkali menghadapi perlawanan dari ‘mereka yang menentang penerapan
implementasi e-Government-nya. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya kebijakan
tegas dalam hal penerapan e-Government di lingkungan lembaganya. Oleh karena itu
dalam memasuki era informasi dewasa ini, seorang pimpinan lembaga pemerintah
harus tegas, dengan kebijakan dan komitmen yang jelas agar implementasi e-
Government di lingkungan lembaganya dapat dilakukan secara efektif dan efisien
sehingga dapat mempercepat terwujudnya rencana tindak WSIS untuk mewujudkan
masyarakat informasi.

Anggaran yang cukup dan infrastruktur yang memadai.

Data perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih
belum memadai. Jumlah sambungan telepon tetap baru 8,7 juta atau dengan tingkat
teledensitas kurang dari 4 persen. Sementara pemerintah menargetkan jumlah
sambungan telepon per 100 penduduk sebesar 13% pada tahun 2009. Hal ity
berkebalikan dengan penetrasi telepon seluler yang telah mencapai 22,8%. Sampai
saat ini terdapat sekitar 43 ribu desa atau 65% desa yang belum terjangkau oleh
jaringan telepon®. Dari gambaran pembangunan infrastruktur yang ada, dalam
mendukung WSIS terutama deklarasi prinsip-prinsip untuk mewujudkan masyarakat
informasi yang terkait pentingnya infrastruktur telematika dan penyediaan akseg
kepada informasi dan ilmu pengetahuan dengan untuk memujudkan masyarakat
informasi maka perlu adanya infrastuktur yang memadai dalam implementasi ¢-
Government pada lembaga pemerintah. Kondisi ini sangat penting, karena
infrastruktur jaringan adalah tulang punggung yang menopang sistem e'GOVMent,
terutama dalam mempercepat rencana tindak WSIS pada tahun 2015 yang terkait
dengan infrastruktur untuk menghubungkan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan,
perpustakaan serta lebih dari separuh penduduk dunia harus mempunyai akgeg
dengan ICT. Oleh karena itu infrastruktur jaringan telekomunikasi ini harus tersedis
dan tersebar secafd merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga beberapa daerap
dapat tersedia saluran telepon, aliran listrik, atau tersedia tempat akses yang mudap,
dijangkau oleh seluruh masyarakat. Di Indonesia tempat akses informasi j“mlahnya
masih terbatas. Oleh karena itu upaya penyediaan tempat akses perlu dilakukan

menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi, seperti: kantor Pos
kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya. >

Investasi infrastruktur jaringan untuk implementasi e-Government ini hargany,
memang relatif sangat mahal, sehingga beberapa lembaga pemerintah perly
menyiapkan anggaran (budgef) untuk keperluan pembangunan infrastrukty, e-
Government. Penyiapan anggaran ini sangat penting, karena anggaran adalah nygy,,
untuk kelangsungan hidup sistem e-Government. Jika dikaitkan dengan kesiapag
pembangunan ICT guna mencapai masyarakat informasi seutuhnya tersebyt Masih
terbilang rendah. Alokasi Belanja ICT untuk kegiatan ini mengindikasikan bahw,
pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar pada upaya memberikan &kse:

internet ke organisasi atau lembaga pemerintah sesuai dengan target Vang
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s ewa™. Dalam
dicanangkan dalam Plan of Action yang dlhasﬂk?.nﬁaV;fSIS fas;e.:rel:ng nerupakan
pembangunan sistem e—Government,. anggaran dan in trukturlm g dene e
kunci keberhasilan, baik dari sisi infrastruktur maup ———

i idak selalu memerlukan angg
Pembangunan infrastruktur yang handal ti ' g dengan
besar, asalkan pembangunannya dilakukan melalui perencanaan yan_g ma gl B
memperhitungkan biaya yang dialokasikan, kondisi geografis dari lokaSI. embag
pemerintah yang bersangkutan, serta aplikasi e-Government yang sesuai dengan
kebutuhan publik. Aplikasi memiliki peran yang sangat strategis, karena merupakfm
Jantung yang menjadi penggerak seluruh organ sistem e-Government. Oleh karena itu
Pembangunan dan pengembangan e-Government tersebut harus berdasarkan prioritas,
 artinya untuk daerah yang terjangkau jaringan telekomunikasi terestrial, sebaiknya
dibangun berbasiskan jaringan tersebut. Disamping itu, penggunaan satelit (VSAT)

hany diperuntuklan pada daerah yang benar-benar sulit dijangkau (misalnya daerah

tcrp_sncil), bahkan jika perlu dilakukan melalus Jaringan dial-up, schingga biaya
onimeakandapat ihemat,

gﬁ“ﬁa;iman infrastruktur in juga harus memperhatikan jalur ke publiknya, agar
k;; anpl ‘T: dengan mudah dan cepat secara online oleh siapapun dari manapun dan
un tanpg dib : e e N . 1
dibe rikan teml[])at 1batasi oleh ruang dan waktu. Di sisi lain, untuk aplikasinya perlu
| jenis layan
aplikasi layanay

: 1 yang lebih baik, karena
dengan lebih cepat dan mudah secara online tanpa

Berdasarkan da o i
irealisasikan hta belanja ICT pemerintah pusat dalam APBN 2005 yang telah

AMPpIir mencapai jumlah 2,5 triliun Tupiah atau mencapai 0,935 dari
lanja pemerintah

a ICT, diikuti Lembaga Sandi Negara dengan 370,18 miliar

esar. P S b
ICT Pemerintap, Siin anggaran ini jauh relatir lebih kecil dibandin

ar Si pi _ . tahun mencapai 1,3 milyar
Dolar Singapore™. Bahkan dengan berorientasi pada langkah Singapore yang berhasil

menduduki peringkat ke-10 (Implementasi E-government pada tingkat Asean), maka
Pemerintah Indonesia perly mempertimbangkan alokasi anggaran belanja ICT dalam
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jumlah yang cukup dan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya rencana tindak
WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi®.

Sumber Daya Manusia (SDM) ICT yang handal.

Sumber daya manusia adalah salah satu modal penting pembangunan. Demikian pula
halnya dalam usaha mewujudkan masyarakat informas1 seutuhnya di Indonesia. Perlu
dipersiapkan kualitas sumber daya manusia yang me_mahaml dan menguasai ﬂn;u
pengetahuan beserta teknologi, khususnya yang berkaitan dengan ICT*. SDM baik
sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna e-Government merup:,lkan faktor
yang turut menentukan bahkan menjadi salah satu _kunm keberhasilan dalam
pelaksanaan dan implementasi e-Government di Indonesia dalam mendukung WSIS
untuk mewujudkan masyarakat informasi. Kondisi ini tidak bisa dipungkiri, karena
meskipun konsecp pengembangan e-Government Slldah _]elﬂs dan dllku“gﬂﬂ
anggarannya cukup dengan infrastruktur yang memadai tetapi tanpa dukungan SDM
yang handal maka implementasi e-Government tidak akan efektif dan efisien.
Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-
Government, sehingga perlu diantisipasi dan dipertimbangkan untuk segera
ditindaklanjuti dengan cara peningkatan kualitas SDM dan penataan dalam
pendayagunaannya, dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sesuai
dengan kebutuhan serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,
melalui jalur pendidikan formal dan non formal di dalam negeri ataupun di luar
negeri serta pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam
pengembangan dan implementasi e-Government. Disamping itu dapat juga dilakukan
dengan cara bekerjasama dengan sektor swasta dalam pengembangan e-government,
bekerja sama dengan negara lain untuk mempromosikan pengembangan ICT dan
pelaksanaaannya. Dalam hal ini, untuk jalur pendidikan formal, berdasarkan data
yang diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional (BAN -PT) terdapat 555 program studi
dengan jenjang pendidikan Diploma 1 hingga strata-2 yang berkaitan dengan ICT
dari 7.064 program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh 1.173 institusi
pendidikan tinggi di Indonesia. Ini berarti 7,86% dari seluruh program studi yang
ditawarkan oleh institusi pendidikan tinggi yang ada. Indonesia telah berada di arah
yang benar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang memahami dan

menguasasi ICT?.

Disamping itu perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya
informasi serta pendayagunaan ICT pada lembaga pemerintah dalam rangka
mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi
(information society). Bahkan jika perlu dilakukan perubahan pola pikir, sikap dan
budaya kerja yang mendukung pelaksanaan e-Government serta peningkatan motivasi
melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh SDM ICT pada lembaga
pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat yang secara aktif
mengembangkan inovasi menjadi suatu karya yang bermanfaat bagi pengembangan
dan pelaksanaan e-Government. Jadi dengan peningkatan kualitas SDM dan penataan
dalam pendayagunaannya serta pemberian penghargaan/ apresiasi SDM dalam
pengembangan e-Government diharapkan akan dapat mempercepat terwujudnya
rencana tindak WSIS untuk mewujudkan masyarakat informasi.
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5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa »? =522,518> xz*" =9,488

untuk tingkat signifikan 6=0,05 artinya terdapat perbedaan pencapaian implementasi e-
Govemmgnk?pada lembaga pemerintah di Indonesia dari aspek kebijakan, kelembagaan,
infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Perbedaan ini terlibat dari 27 lembaga pemerintah
ternyata (a) 52% lembaga pemerintah tingkat pencapaian implementasi e-Government-nya
telah berhasil dengan baik, sedangkan 48% lembaga selebihnya masih kurang baik dalam
melaksanakan implementasi e-Government-nya, artinya lebih dari separuh implem.entas1
e-Government pada lembaga pemerintah telah berhasil dengan baik, meskipun masih ada
sebagian kecil lembaga pemerintah yang perlu peningkatan dalam implementasinya; dan
(b) dari kelima aspek implementasi e-Government (aspek kebijakan, kelembagaan,
infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan) ternyata Kemendiknas, Kemenkeu, Kemenpu,
dan Kemenhan merupakan lembaga pemerintah yang jauh lebih baik dalam implementasi
e-Government-nya dibanding dengan lembaga pemerintah lainnya.

Dari data keberhasilan implementasi e-Government pada lembaga pemerintah di
Indonesia pada tahun 2010 yang mencerminkan masih adannya 48% dari 27 lembaga
pemerintah di Indonesia yang capaian implementasi e-Government-nya masih belum
berhasil dengan baik dan juga adanya penurunan peringkat e-Government Indonesia pada
tingkat dunia (dari 85 tahun 2004 menjadi peringkat ke-109 tahun 2010) maka dapat
dikata]fan ba]hwa tingkat pencapaian implementasi e-Government pada lembaga
pemerintah di Indonesia-masih rendah atau masih jauh untuk memujudkan masyarakat
informasi sebagaimana yang dideklarasikan pada forum WSIS. Untuk itu implementasi e-
Government pada lembaga pemerintah di Indonesia tersebut perlu segera ditingkatkan
agar dapat netpercepat terwujudnya rencana tindak WSIS unfuk mewujudkan
masyarakat informasi, dengan cara: (@) menyusun kebijakan dengan konsep

yang jelas, (b) menyediakan anggaran yang cukup dan
1e suai standar internasional, dan (c) meningkatkan SDM ICT
yang handal melalui jalur forma] maupun non formal,

5.2 Saran

_ Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi
g:;lpman Lembaga Pe'merlmtah di Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang terkait

gal pencapalan implementasi e-Government dalam mendukung WSIS untuk
mewujudkan masyarakat informasi di masa mendatang, s
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Kemendiknas

s .
Ty CI P
.

1 Kementerian Pendidikan Nasional

2 Kemenkeu Kementerian Keuangan

3 Kemenpu Kementerian Pekerjaan Umum

4 Kemenhan Kementerian Pertahanan

5 Kemenperin Kementerian Perindustrian

6 Bappenas Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

7 Kemenakertrans Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8 Kemensos Kementerian Sosial

9 Kem ESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

10| Kemenristek Kementerian Riset dan Teknologi _

11 | Kemenhub Kementerian Perhubungan-

12 | Kemenkominfo Kementerian Komunikasi dan Informatika

13 | Kemenkumhan Kementerian Hukum dan HAM

14 | Kemeneg KUKM Kementerian Negara Koperasi dan UKM

15 | Kementan Kementerian Pertanian

16 | Kemendag Kementerian Perdagangan

17 | Kemenkes Kementerian Kesehatan

18 | Kemenag Kementerian Agama

19 | Kemeneg BUMN Kementerian Badan Usaha Milik Negara

20 | Kemeneg PAN Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
1 21 | Kemeneg LH Kementerian Negara Lin, an Hidup

22 | Xemen Budpar Kementerian Budaya dan Pariwisata

23 | Kemendagri Kementerian Dalam Negeri

24 | Kemenhut Kementerian Kehutanan

25 | Kemeneg PDT Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

26 | Kemeneg Pera Kementerian Negara Perumahan Rakyat

27 | Kemenegpora Kementerian Pemudan dan Olah Raga
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